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PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. Untuk melaksanakan ketentuan Bab Il Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah, Jenis Pajak Hotel, maka sebagai
dasar pemungutan Pajak Hotel dipandang perlu adanya
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a  tersebut di atas perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;

Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
: Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4189);
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

[

Mengingat

* g::air;g-(}.,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-

Perbegg all{:;?::g Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Indonesia Tahn Negara (Lembaran Negara Republik

Negara R un 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
epublik Indonesia Nomor 4355);

Undang-

Per‘imbgnugz?qané Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Setigtiftahan e];langan Antara Pemerintah Pusat dan

Indonesia Tah aerah (Lembaran Negara Republik

Negara R un 2004 [‘\lomor 126 Tambahan Lembaran
gara Republik Indonesia Nomor 4438);

ngfarilg-dUndang‘Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Fodoness an Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

N esia ’I‘ahlun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

erintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata
entuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran
ara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran

esia Tahun 2009 Nomor 58,
ublik Indonesia Nomor

Peraturan Pem

Peraturan
Cara Pen
Penerimaan Neg

Negara Republik Indon
Tambahan Lembaran Negara Rep

4995),
an Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2

Peratur
tentan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
L e 2gns " . oin Timur (Lembaran Daerah

Kabupate
I?:li?piten KcIthawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);
h Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6
Peratureélz) i g Urusan Pemerintahan Daerah :varjg
’I‘aht.md' Kewenangan pemerintah Kabupaten Kptgwan_ngm
’rrl‘]_end? (!Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
im

n 2008 Nomor 9):

[E9]
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' Menetapkan : PERATURAN BUPATI T

MEMUTUSKAN :

PEMUNGUTAN PAJAK Hg-?fg{‘\NG SISTEM DAN PROSEDUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

n 3 > e |k
Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

.

]
.

' Pendapatan Daer

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;

. ,
|'PIIIPr!I1|JI]1n!1 Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
lrmrnrflnh Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah menurut asas
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinﬂi'p otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia schngnimm'm
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1045,

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur
penvelenggara Pemerintahan Daciah,

Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur,

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Unit Keria Terkait (UKT) adalah Dinas/Unit/Satuan Kerja yang mengelola
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah baik keseluruhan maupun sebagian di
bawah dan/atau di luar Pendapatan Daerah.

Daerah selanjutnya disingkat Dispenda adalah unsur
ah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.

. " rah disingkat Kadispenda adalah Pimpinan
Kepala Dinas Pendapatan Dac , " =
Dinas chlmdapatan Daerah vang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati Kotawaringin Timur. |
Bank Pembangunan Daerah atau Bank Persepsi
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dinas Pendapatan
pelaksana Pemerint

Pemegang kas Daerah adz_ﬂah
vang ditunjuk oleh Pemerintah

ah adalah selurub
si Daerah dan

penernmaan daerah vang bersumber dar
Pererimaan Lain-lamn.

' i+ msiak kepada Daerah vang terutang
DG B 'nenr:ﬂksa berdasarkan Undang-

’ hersifat ! _
adan yang n secara langsung dan digunakan

2 -an (mhals
,qmﬂ-ﬁ hesaTiVa Yemalkkmuran rakyat

Pajak Daerah, Retribu

Pajak Daerah adalah ko

oleh orang pribadi atau B |
Undane dengan ndak menc
¢ iL18Y : (‘r‘] ‘,I] j i
". g 11}] bﬂgl g!w_ f

Untuk keperiuan Daer
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12. Badan adalah sekumpulan orang dan/at

baik yang melakukan
meliputi perseroan tcrbautSaha reorcnn ) AN tidak melakukan usdtia yan
usaha milik daerah (BUN?I? perseroan komanditer, perseroan lainnya bédag
firma, kongsi, koperasi. d ) denga_n nama lain dan dalam bentuk a1;a pun

» dana pensiun, persekutuan, perkumpulan. yavasan’

olganisasi massa organisasi i rganisas Y embaga
y ‘ Soslal iti i i i

usaha tetap. asuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

au modal yang merupakan kesatuan,

13. Pajak Hotel adalah pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. zgi‘:lf?;l:;l ;a:’iléltas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa
P v): <at ngan dlpung_u‘E bayaran, yang mencakup juga motel, losmen
gubuk p ata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

15. ;/I?.sa pajag‘ adalah jangka wakty 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu
ain yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan

kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang.

16. T:_:lhun .lf’ajak_adalah jangka yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali
}lzila “cria_ub Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
ender.

17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
mesa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak, kegiatan penagihan pajak dan retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak atau wajib retribusi
serta pengawasan penyetoran.

19. Penagihan Pajak adalah serangkaia.n tindak:an agar Wajib Pajak atau
penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penaglhan pajak dengan
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang

yang telah disita.
: i dilakukan untuk menilai
20. iti h serangkaian kegiatan yang :
Ez?ehtliar;\n adal‘r(;lngisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan lampiran-
lanfgi%anﬁ?;z I?*_ermasuk penilaian tentang Kkebenaran penulisan dan
penghitungannya. |
akan daerah adalah serangkaian

- : : i bidang perpaj
. Eirzi}:;(hkan tmdc?ill{alfslil(znnao?;hb;’env?di‘I’c untuk mencari serta mengumpulkan
an yang ;

i buat terang tindak pidana di bidang
bukti an bukti itu mem i
pg:;)t;jg]f:ng dgg?agh yang terjadi serta menemukan tersangkanya

22 Penyidik adalah Pejabat. Pe&a‘:f:;e
Pemerintah Daerah yang dlandg : i
ketentuan peraturan perundané

sebagai Penyidik untuk melakukan
4

Negeri Sipil tertentu di lingkungan
h pejabat yang berwenang sesual dengan
dangan,vang diber1 wewenang kh_usus
penyidikan tindak pidana di bidang

Dipindai dengan CamScanner



perpajakan Daerah, seh
Acara Pidana.

23 Surat paksa adalah syrar

penagihan pajak. perintah

membayar utang pajak dan hiava

EY} Jurusita Pajak adalah pelaksana tin
penagihan  seketika dan
penyitaan.

s dakan penagihan pajak yang meliputi
Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, dan

25 Pemeriksaan : .
"l][:etcmngan, dg:f/ig‘t};l:?(l‘;?:tgikfnnn k_cgmtnn menghimpun dan mengolah data,
Sesdanapitan, stat yang dllaks_nnakan secara objektif dan profesional
: standar  pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan
n daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan

| 26. geme?lksa Pajak ada]a.h Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
acrah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati vang diberi tugas, wewenang,

gz:r;?]nggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan

'27. Tanda Bukti Pembayaran yang disingkat TBP adalah bukti pembavaran atau
~ penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke Bendahara Dipenda.

'28.Surat Tanda Setoran yang disingkat STS adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Dipenda
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas

Daerah.

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang

terutang.

30. Surat Tagihan Pajak Daerah yvang disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga

dan/atau denda.

31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan vang memberulkan

E lkesalaharf tulis, kesalahan hitung dan/atau Rekeliruan ia e pencrapan

| ketentuan terte;ltu dalam Peraturan Daerah ini vang terdapat d_ala_m SKPD.
atau STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan keberatan.

32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap

- SKPD yang diajukan oleh Wajib Pajak.

a hukum vang dapat dilakukan Wajib Pajak atau

ap suatu keputusan yang dapat diajukan banding
undangundangan perpajakan.

badan peradilan pajak atas banding
ang diajukan oleh Wajib Pajak.

33.Banding adalah upay
penanggung Pajak terhad
berdasarkan ketentuan per
putusan

34 i dalah
Putusan Banding a eberatan ¥

terhadap Surat Keputusan K
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35, Slstemng? th:_LO'%cd.ur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
menge Cad Egm proses  penyelenpggarann  administrasi pemerintahan,
bagaima an kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan
pembayaran, meliputi :

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain:
gubuk wisata (cottage), motel, wisma wisata, pesanggrahan (hostel],
apartemen, losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos (rumah
sewa) dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan
fasilitas seperti rumah penginapan;

b. Pelayanan penunjang antara lain restoran, telepon, faksimili, teleks,
internet, VCD/DVD player, foto copy, pelayanan cuci (laundry), taksi dan
pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;

c. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain Pusat Kebugaran (fitness
centre), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, salon kecantikan,
spa/massage yang disediakan atau dikelola hotel;

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah : ‘
a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

b. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti

asuhan, dan panti sosial lainnya yang s€jenis;

d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel
yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

C.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan

pembayaran kepada Hotel.
(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
Hotel,

BAB III
PROSEDUR PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

|
| alah jumlah uang yang diterima atau vang

elenggara Hiburan.
6

(1) Dasar pengenaan pajak ad
- seharusnya diterima oleh peny
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lah uang yan . N

7 flt;r?crmmuif }muiﬂ?np:\mlnmn'm diterima sebagaimana dimakaud pada avat
: ) \ mrga dan tiket cuma-c - iberil

. . . ¥ . nn-ch V& KF fepan:

penerima ja Ty imna vang diberikan kepada

Pasnl 6

Besarnya tanif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah 107 (sepuluh persen)

Pasal 7

Besaran pol{ok Pa_lﬂk Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif st:‘bagmmr_ma dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV
PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 8

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah
D_aerah dalam }_]aj ini Dipenda dalam jangka waku selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan

lain;

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Dipenda akan mendaftar usaha Wajib Pajak secara
jabatan.

(3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai
berikut :

a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanva mengambil, mengi=m dan
menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dipenda;

b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan
kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan :

1. Fotocopy KTP pengusaha /penanggung jawab /penerima kuasa ;
Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha ;

Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada ;

uasa apabila pengusaha/ penanggung jawab berhalangan

fotocopy KTP dari pemberi kuasa ;

c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan
memberikan Tanda terima pendaftaran;

d. Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data vang ada pada formulir

pendaftaran, Kepala Dipenda menerbitkan .
1. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah dan Sistem

Pemungutan Pajak Daerah vang dikenakan .
ilik / Penanggung Jawab usaha Wajib

2. Surat Penunjukan sebagai Pemi
Pajak;
3. Kartu NPWPD ;

2.
3. Fotocopy SIUP, jika ada ;
4
5

Surat K .
dengan disertail

~3
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4. Maklumat;

5. Sistem Pemungutan Pajak.

e. Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD daq
Maklumat kepada Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai
Tanda terima pendaftaran.

(4) Contoh Formulir Pendaftara

: n Wajib Pajak Badan/Pemilik Usaha tercantum
dalam Lampiran I Peraturan

Bupati Ini.
(5) Bagan Alur Prosedur Pend

. aftaran dan Pendataan Wajib Pajak tercantum
dalam Lampiran Il Peratura

n Bupati ini.

BABV
MASA PAJAK/SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 9

Pajak dikenakan untuk masa pajak 1 (satu

) bulan kelender, yang menjadi dasar
bagi wajib pajak untuk menghitung,

menyetor, dan melaporkan pajak yang

terutang.

Pasal 10
Saat Pajak Terutang adalah pada saat berlangsungnya kegiatan yang dapat
dikenakan pajak d

an/atau pada saat ditetapkannya surat keterangan pajak.
Pasal 11

(1) Setiap wajib pajak yang memenuhi
diwajibkan mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud
dan lengkap.

kewajiban perpajakannya sendiri
pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada
Bupati selambat-lambatnya 15 (lima
pajak.

ayat (1) harus disampaikan kepada

belas) hari setelah berakhir masa

(4) Jika batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana di
jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dj]
kerja berikutnya.

maksud pada avat (3)
aksanakan pada hari

BAB VI
PROSEDUR PEMUNGUTAN/PENETAPAN PAJAK

Pasal 12
(1)

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan;
(2)

Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak vang terutan

; 8 berdasarkan
Peraturan perundang-undangan perpajakan;

(3) Setiap wajib pajak membayar sendiri pajak terutang dengan menggunak

an
PD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Dipindai dengan CamScanner



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

contoh Formulir Surat Pemberitahuan 1

, ajak Dacran (G17TP1) tercantium
dalam Lampiran I Peraturan |

Supatiing.

BAB VII
BANKSI ADMINIGTRATIV

Panal 123

Terhadap pemenuhan kewajibhan perpajakan sendiri asehagaimana dimalkaud
dalam Pasal 12 ayat (2), maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah
saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan -

a. SKPDKB dalam hal -

1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka wakiu
tertentu dan setelah ditepur secara tertulis tidalk dinampaikan pada
waktunya sehagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan,

b. SKPDKBT jika ditemukan data haru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasj berupa

kenaikan sehesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut,

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan Jika wajib
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemerikaaan,

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB fmlmgnimnna dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan annkaf mlmimstrf’tlif berupa kenaikan
sehesar 25%, (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanlcs
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dan
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wukt.q paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

Pasal 14

Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

0
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a. Pajak dalam tahun berjalan tigak atau kurang dibayar;

b. Dari hasil penelitian Sprpp te
akibat salah tulis dan/atay salq

c. Wajib Pajak dikenakan g
denda.

rdapat kekurangan pembayaran sebagai
h hitung;

anksi administratif berupa bunga dan/atau

) Jumlah kekurangan pajak i

(3) SKPD yang tidak atau kurg

BAB VIII
PROSEDUR PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak dilakukan dj Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk

oleh Bupati sesuai wakty yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain Yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah se]ambat—lambatnya 1 x 24
jam atau dalam wakty yang telah ditentukan oleh Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan TBP.

(5) Bagan Alur Prosedur Pembayaran Pajak tercantum dalam Lampiran v
Peraturan Bupati ini.

Yat (2) harus dilakyl
tur dan berturut-turut dengan diken kukan

pada wajib paj
ayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah me

atan yang ditentukan dengan dikenakan by
perbulan d

ari jumlah Pajak yang belum atay kurang bayar.
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5) persyaratan untuk mengangsur dan
pcnﬂ)ayarnn angsuran dan pe
dan (4) ditetapkan oleh Bupati

menunda pembayaran serta tata ca;ﬂ
nundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 17

(1) Bupati menentukan tang
yang terutang paling lam;
pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan __;um]ah
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan

harus dilunasi dalam jangka waky paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

gal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak
1 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya

an  persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
MENgANESUr atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan,

Pasal 18

BAB IX
PROSEDUR PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. Menerima Surat Permohonan Pembetulan,

Pcmbamlan.
Penetapan dan Penghapusan atau Penghapusa

Pengurangan
n Sanksi Adm
Wajib Pajalk.

inistrasi dari

b Membetulkan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atay s
Penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kekeliryan dalam
daerah;

TPD Yang dalam
kesalahan himng dan atay
penetapan peraturan perun(lang-undangan perpajak

. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

. Mengurangkan atau menghapus sanksi admini
dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal
arena kehilapan wajib pajak atau bukan karen

11
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(2) Permohonan  pembetulan,  pembatalan, pengurangan kf:'tctapg;PDc!i(aBn
penghapusan atau pPengurangan sanksi administrasi atau SRPQ. 'kar;
SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dlsampa;b :
secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau pejabat selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan
STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati atau pejabat paling lama 3

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di
keputusan.

(4) Bagan Alur Prosedur Pembet
Permohonan Wajib Pajak tercan

(tiga) bulan sejak permohqnan
terima sudah harus memberikan

ulan Surat Ketetapan Pajak berdasa;lfa__n
tum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20

1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat
yang diberi Kewenangan atas suaty :
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN.

keberatan sebagaimana dimaks
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa

diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

3)Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan

ayat (2) diatas tidak dianggap sebagai sura
dipertimbangkan.

4)Bupati atay Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima sudah memberikan putusan. i

sebagaimana dimaksud pada
t keberatan, sehingga tidak

) tusan, permohonan keberatan
dianggap dikabulkan;

6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menund
€Wajiban membayar pajak.

Pasal 21
“’Waﬁb Pajak dapat mengajukan banding ke
Jangka

Pada Pengadilan Pajak dalam
waktu 3 (tiga) bul

an setelah diterimanya keputusan keberatan.

12
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' (2)Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
" kewajiban membayar pajak.

|
1

Pasal 22

(1)Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 atau

banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pPembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah

imbalan bunga sebesar 2 o, (dua persen) per bulan untuk paling lambat
selama 24 (dua puluh ¢mpat) bulan,

(2)Bagan Alur Prosedur Pen

erbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan
STPD terlampir dalam La

mpiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23
(1) Wajib  Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada

Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya :

2. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa Pajak;

¢. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utan bihan pembayvaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk
Melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

g pajak lainnya, kele

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam
ama 2

: waktu paling
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLRB dengan menerbitkan
SPMKP,

(6) Apabila pen
wakty 2 (d
Memberika.
keterlamba

gembalian kelebihan pembayaran pajak dilakuka
ua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB,
n imbalan bungan sebesar 2 %
tan kelebihan pembayaran pajak.

N setelah lewat
Bupati atay Pejabat
(dua persen) par bulan atas
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qainnya scbagaimana  dimakauy pada
ai

Pannl 24

: ; ‘ o ; pajak
bila kelebihan pembayaran pajak  diperhitungkan dengan utang paj
Apa

ilalkijlen
Pasal 23, pembayarannva r:-l-h’.l;,{:n
l | | g - herlaku
dengan cara pemindah  bukuan dan bukti pemindah buliuan juga
c .
sebagai bukti pembayaran

BAB XI1
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan Penagihan pajak, kedaluwaraa setelah 'mf:!ampa!"i
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecual;
apabila Wajib Pajak melakuka

n tindak pidana dj bidang Perpajakan Daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan paja

k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran d

b. ada pengakuan uta
langsung,

an/atau Surat Paksa; atau

Ng pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahuij dari

pPengajuan permohonan angsuran atay
Peénundaan pembayaran dan permohonan keberatan Wajib Pajak.

Pasal 26
yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
ah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan
edaluwarsa sebagaimana dimaks

(1) Piutang Pajak
Penagihan sud

BAB XIII
PROSEDUR PEMBUKUAN DAN PEMEMKBMR
Pasal 27
1) Wajit, Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan
Pembukyan yang berlaku um

sesyai (lt‘m;

1gnva menyel
an at

um, sekurang-kuray

an  prinsip
1a atau nilai penjua)

-~ elengearakan
au nilaj Yang menjad;

Peneatatan nilai peredaran usal
A8ar pengenaan pajak.
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2) Peml?uku{m sebagaimana yang dj
( sebaik-baiknya dan harus mincjcm
gebenarmya.

al-'&sud ayat (1) diselenggarakan dengan
rminkan keadaan atau kegiatan usaha

(3) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan

kegiatan usaha atau pekerjaan dari " . o
rurangnya 5 (lima) tahun, 0 ari Wajib pajak harus disimpan sekurang-

Pasal 28

(1)Bupaﬂ_ibi1;‘;ir;ang menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan dalam
menguj aran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka
melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah. ‘

(2) Untuk keperlua-n pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan Tanda
Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib :

a Memperlih:atkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen
vang terkait yang berhubungan dengan pajak terutang;

b. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki ruangan atau
ruangan yang dianggap perlu dan meraberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan;

c. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan
kas, bon/bill penjualan ataupun sistem pembukuan;

d Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas;

¢ Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan
guna menunjang kelancaran pemeriksaan.

(4)Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidal_c memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka pajak terutang

ditetapkan secara jabatan.
(5) Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data atau informasi Wajib
Pajak.
(6) Tata cara pemeriksaan dan pelaporan akan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
mbukuan dan Pemeriksaan, Bagan Alur Prosedur
pan Hasil Pemeriksaan Internal, dan Bagan Alur

(7)Bagan Alur Prosedur Pe
dalam Lampiran [X, Lampiran X, dan Lampiran

Pembetulan Surat Keteta
Prosedur Restitusi terc;mtum
X1 Peraturan Bupati ini.
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BAB X1V
PROSEDUR PENYIDIKAN

Pasal 29
1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Da
[ sebagai penyidik untuk

crah diberi wewenang khusus
melakukan penyi
Perpajakan Daerah,

dikan tindak pidana dibidang

2) Wewenang penyidik sebagaimang dimaksud pada ayat (1) adalah -
| a. Menerima, mencari men

untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen- rta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana perpajakan daerah tersebut. ;

tempat pada saat pemeriksaan

erlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dib i
Pada hurufe,

g berkaitan dengan tindak pidana Peérpajakan
daerah tersebut.

Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagaj
tersangka atay saksi.

Menghentikan penyidikan.

k, Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak
p?dana dibidang perpajakan daerah menurut  hukum yang dapat
dlpel'tanggung jawabkan.

(3) P?ﬂyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
Imulainyg penyidikan dan menyampaikan hasi] Penvidikan kepada
‘luntut Umum, sesuai dengan ketentuan vang diatur dalam
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Undang-
Acara Pidana,
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| SEKRETARIS PAERAH KABUEA
Cen "’.'._‘:"‘.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

pgar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan 1.31'?.[‘“ ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 4 Maret 2015

’

27NN N
AN, W

BUPA;I‘E]' OTAWARINGIN TIMUR,

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 4 Maret 2015

/ﬂf‘*/

17

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN CRAT
AN | El.)remumw BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
(MS)R 30 TAHUN 2015
'{;&‘;g"""- 4 MARIET 2015
NTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL | |

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB
PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA

Nomor Formulir :

DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
| KABUPATE

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan huruf cetak

2. Seteleh Fgrmulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali
Kepada Dinas Pendapatan Dagrah Kabupaten Kotawaringin Timur.

1. NAMA BADAN USAHA
2. ALAMAT USAHA
- Jalan No. :
-RTRRW :
- Kelurahan/Kecamatan : o
- Nomor Telepon . s
3. Suratizin yang dimiliki (Fotocopy dilampirkan)
- Surat Izin 2 NO. i T8 st
- Surat 1zin : NO. voviieieeneninins Tol iscsisivavansiianiin
- Surat Izin : NO. ovveviniierisneees Ta) ciciansssazanauin
- Surat Izin : NG..o..ocomncicniivin Tal cuessesssmnuesuies
4. BIDANG USAHA : o
5. NAMA PEMILIK/PENGELOLA : i S B
6. ALAMAT : (Fotocopy KTP/SIMAdentitas lain agar dilampirkan) -
- Jalan No. :
- RTIRW
- Kelurahan/Kecamatan
- Kabupaten/Kota
- Nomor Telepon

1. Kewajiban Pajak . |
8. PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan L
PEMILIK / PENGELOLA akibatnya fermasuk  sanksi  sesual
peraturan perundang yang berlaku, n}aka
saya menyatakan data beserta lampiran- (NJI ........ )
] _I@Mﬂ%‘lﬂ?g sebenarnya. | ___NamaJelas
T S| OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

] : o
| DIISTOLEH PETUGAS PENERIMA Nomor Registasi:

- Diterima tanggal
-Nama Jelas/NIP :
 -TandaTangan : e ‘ ]
Nomor F. reulir - TANDA TERIMA

. T —— U .
Aemat TS 0TS

o Yalng Manedma,

BiJI’A'TI'K()’J\'_‘-\\\r'z\R!N(iIN TIMUR,

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 3o TAHUN 2015
TANGGAL 4 MARET 2015

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL

Bagan Alur Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

u Wajib Pajak
A Seksi Pendaftaran
(M ) dan Pendataan
l Mendata WP J
baruy /
maupun WP yq
lelah memiliki
NPWPD__
4 / A . P e
A eon ) 30 hari sejek waaha > Men'g:ﬂ;ﬁg: i
‘ | \\\ /
Mengambil, mengisi, e L4
menandatangani Formuii Formulir Pendaftaran Pendaftaran Objek
Pendaftaran Secara Jabatan
- FC Domisili '
Menyarmpaikan Formulir FC sluP I
Pendaftaran & Lampiran |
FC Akta Pendirian |
FC Surat }
I Kuasa{Jika !
divakilkan) r ' |
T AN Memeriksa pengisian formuir & | !
kelengkapan lampiran i i
1
' e S
- Menerbilkan NPWPD & | ! ) /
Mencatat dalam Datftar Induk WP ey —— i DAFTAR INDUK
sesuai jenis Objek Pajak I 4 Wwp
_},_ - - | S— .:,,
M. ST l
0 .
s r Kartu NPAP ) Menyerahkan NPWPD dan L_ |
[ MPe!'r'nasal'\gan Maklumat Pajak Daerah | Meklumat Pajak kepada WP | et
aklumat Pajak —~ i
Daerah ditempat [ e
usaha S P
".‘__;

BUPATFROTAWARINGIN TIMUR,
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LAMPIRAN 1

FPERATURAN BUPATI KOTAWARINGTN TIMUR
NOMOR 2y T, HUN 2015

TANGGAL 4 TARPET 2015

TENTANG ‘*f'nr M DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

"AJA K }‘(f—rll‘

DINAS PENDAPATAN DAERAH
FLEUPATEN YOTANEERGN TR =

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)

PAJAK HOTEL

a—
—

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1.

Nama ah Paizk
2. hklamat Wajib Pzjak
3. NPWPD

|

B. KETERANGAN

™1, Golongan Hotel

1. Birtang Lima
2. Binfang Empat

......
...........
............

3. Bintang Tiga
4, Bintang Dua
5. Eintang Satu
5. Melati Tiga
7. MelatiDua
8. Melati Sztu
9. Losmen/Penginzpan/Penampungzn
2. Menggunzkan Kas Register : 1.Ya
2. Tidak
3. Menggunakan Pembukuan : 1.Ya
2. Tidak
*) silang pada bagian keterangan yang beraku untuk wajib pajak
Tarf (Ro)
No. Golongan Kamar Jumiah Kamar T2 R0
C. PERHITUNGAN PAJAK HOTEL
T T lLaxperemaesenairiiaiit P 7
a. Masa Pajak -R?) ..............................
b. Jumlah Pendapatan Wajib Pajak :Rp. ..
c.litpigk Hote! U CRP. cereeirnrnssneeisenees
d. Pajak yang harus dibayar (b X c) :
e ———————— Sampit,
Waijib Pajak/Penyetor,
Diterima oleh :

........................
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LAMPIRAN v

2ERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2015
TANGGAL 4 MARET 2015

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

PAJAK HOTEL
PEMERI
o S”J“;:_?_ERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
L TANDA SETORAN (STS)
No.:
i Bank ‘ : Bank Kalteng Cabang Samp?
Harzp derima uang sebesar Rp No. Rekening
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :
\_%o. z Kode Rekening Uraian Rincian Objek Pendapatan Asli Daerah Jumlah (Rp)
2
3
4 i
5
8
7
8
9 |
10
11
12
13
14
15 |
' !
- i
Uang tersebut diterima Bank, Mengetahui :
Tanggal : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bendahara Penerimaan,
Kabupaten Kotawaringin Timur,
.................................. NIP
|
21
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LAMPIRANV . pp: RATURAN RUPATI KOTAWARINGIN TIMI/R
NOMOR 30 TAHUN 2015
TANGOAL 4 MARET 2015
TENTANG qmn M DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK HOTFL

P

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

|
i TANDA BUKT] PEMBAYARAN to
' NOMOR BUKT] :

——
! e

' | Bendahara Penerimaan SKPD
-, Telah menerima vang sebesar ‘Rp

...........................

.....................................

| dari Nama :
| ettt a e e e s raebeas
; Alamat 4

Sebagai pembayaran

.............................................................

Kode Rekening Uraian Jumiah (Rp)

|

| Tanggal HeniMa uang  :.o.ee.eererenerreerevsviscsnsseneo
\

[ Mengetahyi :
[ Bendahara Penerimaan, Pembayar/Penyator,
|

| Lembar agii : Untuk pembayar/penyetorfplhak keliga
| S2nan1  : Untuk Bendahara Penerimaan
: S#nzn? : Untuk PPED

Sdran3  : Untuk PPK-SKPD J

BL}'AT‘I j"m‘m ARINGIN TIMUR,

ll PNY HADI

r2
2
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LAMPIRAN VI ¢ PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 3o TAHUN 2014
TANGGAL 4 MARET 2015
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUP PEMUNGUTAN PAJAX HOTEL

T Seksl P!munguun ‘‘‘‘‘ ] B 7
! dan Penetapan 5 Wajib Pajak o
1' ; - Pars-
! . frman
[ Ter by i
) r_LTPP__LDJ 1‘ I "“571‘ 1 r _ 3
. TEPIbA | 1 T menyeesbkan TEP | | Pekmpnted | Kasds
T ™ 171 B134gsm 7| Omreen
e I Bl i T e
sPTPOb2 | [ i i)« L [ . SR
L. | T S
! /’—-\? | Yo | Menghtng Pajsk |
. T | | Teww
Wiarmerken belergiagmn | } —)
— menyetampal | ! ~
| menyershkan bl dan | | L wan .
| L_megep 234 | | | /

i
I'—P“ ! ¢ Trisk B
e | 1 N, [ Mengsi SPTPOS |

|
i
| SXPDXET, STPD Theyaran
| i * ' >~Yas TEPdzbery, =
| _— e \W lenghzn § Jetes Teink Larckon
| l - ‘ ¥
i Suret Permohonan N e i |
| i Perundsan/ | | || Permotonan | | !
i 'k;"’/”'“—\l | Perundary e ’ e
J D LA | Tidek ,l.t;emic\ vi ' Pambayoran Pk !
| | Y \\NV | 7| dommemerksa | !
| Wermbeyer & Bark | e f
. Non Kasda i i !
e ‘ N ! ';
, - < Longhm? '
P ib Meryerabkan ~ d |
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